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Abstract

The Kepenuhan Hulu Village Government has successfully encouraged the community to
participate actively in deliberation forums to convey information about accountability and
receive feedback from the community. This indicates the existence of social accountability
practices in financial management in Kepenuhan Hulu Village. This study examines how social
accountability in village financial management is implemented using the Social Accountability
theory of Grandvoinnet et al. The results show that social accountability in financial
management in Kepenuhan Hulu Village is built through active community involvement and
the village government's commitment to creating transparent and participatory governance.
Social accountability is manifested in deliberation forums such as hamlet deliberations, village
deliberations, and village development planning deliberations. These forums have become a
space for the community to express aspirations and determine the direction of village
development. The findings of this social accountability study have implications for
strengthening accountability in village financial management by optimizing the deliberation
mechanism regulated by the requlation to be more inclusive and based on real community
needs. With a clear commitment from the village government to meeting community demands
and needs, this social accountability approach can serve as a reference for strengthening more
transparent village financial management.

Keywords: social accountability, village financial management, community participation.
Abstrak

Pemerintah Desa Kepenuhan Hulu telah berhasil mendorong masyarakat untuk
berpartisipasi aktif dalam forum musyawarah sebagai sarana penyampaian informasi
pertanggungjawaban dan menerima umpan balik dari masyarakat. Hal ini
mengindikasikan adanya praktik akuntabilitas sosial dalam pengelolaan keuangan di
Desa Kepenuhan Hulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana
akuntabilitas sosial dalam pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan teori
akuntabilitas sosial Grandvoinnet et al. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik
akuntabilitas sosial dalam pengelolaan keuangan di Desa Kepenuhan Hulu terbangun
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melalui keterlibatan aktif masyarakat dan komitmen pemerintah desa dalam
menciptakan tata kelola yang transparan dan partisipatif. Akuntabilitas sosial
terwujud dalam forum-forum musyawarah, sepertii musyawarah dusun,
musyawarah desa, dan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Forum
tersebut telah menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan
menentukan arah pembangunan desa. Temuan dalam kajian akuntabilitas sosial
berimplikasi terhadap penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan
mengoptimalkan mekanisme musyawarah yang telah diatur secara regulatif menjadi
lebih inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat yang nyata. Dengan komitmen
yang nyata dari pemerintah desa dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan
masyarakat, pendekatan akuntabilitas sosial ini bisa menjadi rujukan dalam
memperkuat pengelolaan keuangan desa yang lebih terbuka.

Kata Kunci: akuntabilitas sosial, pengelolaan keuangan desa, partisipasi masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Otonomi desa telah memangkas jarak antara pembangunan dengan masyarakat desa
melalui penerapan prinsip pengelolaan desa yang akuntabel, profesional, dan partisipatif.
Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan pelaksanaan
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan bahwa pengelolaan
keuangan desa diselenggarakan berlandaskan asas transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Akuntabilitas sosial dalam pengelolaan keuangan desa merupakan aspek vital yang
bertujuan untuk memastikan penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab sekaligus
menumbuhkan kepercayaan dan keterlibatan dalam masyarakat. Bentuk akuntabilitas ini
mencakup transparansi, tata kelola partisipatif, dan komunikasi yang efektif antara
pemerintah desa dan konstituennya. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem yang
memungkinkan masyarakat memiliki suara dalam pengelolaan keuangan desa dan
mendapatkan transparansi pertanggungjawaban pemerintah desa.

Prinsip transparansi merupakan hal mendasar bagi akuntabilitas sosial. Sistem
pengendalian internal yang kuat sangat penting bagi pengelolaan keuangan desa, karena
meningkatkan akuntabilitas dengan memastikan kegiatan keuangan efektif dan transparan.
Ketika pemerintah desa dapat berbagi informasi keuangan secara terbuka, masyarakat dapat
meneliti dan terlibat dalam proses tersebut, sehingga meningkatkan kepercayaan warga
(Budiarto & Zulaika, 2022). Rezim UU Desa ini juga mempertegas hak masyarakat desa untuk
mendapatkan informasi terkait pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan desa,
perencanaan pembangunan, pemberdayaan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan desa.
Dengan kata lain, pemerintah desa harus menyediakan informasi yang seluas-luasnya kepada
masyarakat desa (Ra’is, 2022). Lebih lanjut, Basri dan Efendi menegaskan bahwa kepatuhan
terhadap peraturan seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan
Desa membantu menciptakan lingkungan keterbukaan, yang memungkinkan masyarakat
mendapatkan informasi tentang proses pengelolaan keuangan desa mereka (Basri & Efendi,
2021). Transparansi ini sangat penting, karena memungkinkan anggota masyarakat
memahami bagaimana dana dialokasikan dan dibelanjakan, yang berkontribusi pada
akuntabilitas secara keseluruhan.

Partisipasi masyarakat memainkan peran yang sama pentingnya dalam mendorong
akuntabilitas sosial. Sebagaimana disoroti oleh Damayanti dan Sujana, keterlibatan aktif
anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan keuangan berdampak positif
terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Damayanti & Sujana, 2024). Ketika warga
berpartisipasi, suara mereka memengaruhi prioritas dan praktik keuangan, memastikan
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bahwa pengelolaan mencerminkan kebutuhan masyarakat. Keberadaan masyarakat sangat
penting sebagai bentuk pengendalian terhadap kinerja pemerintah desa selaku pengelola
dana (Lotong Ta'dung & Lusdani, 2020). Ginting et al., membahas bagaimana keterlibatan
efektif anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan keuangan tidak hanya
meningkatkan akuntabilitas tetapi juga kualitas tata kelola dalam pengelolaan keuangan desa
(Ginting et al., 2024). Ketika warga desa dilibatkan, mereka dapat memantau, mengevaluasi,
dan memengaruhi penggunaan dana, sehingga meningkatkan responsivitas pemerintah
daerah terhadap kebutuhan mereka. Keterlibatan tersebut berdampak signifikan terhadap
persepsi efektivitas pemerintah dan akuntabilitas keuangan (Nur et al., 2025), sehingga
menjadi elemen penting dalam memastikan tata kelola yang akuntabel dan transparan.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Atikasari dan Jaeni menyoroti bahwa aksesibilitas
terhadap informasi pengelolaan keuangan desa, beserta partisipasi warga dalam proses
penganggaran, secara langsung berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas pengelolaan
keuangan (Atikasari & Jaeni, 2022). Temuan ini menekankan perlunya menciptakan sistem
informasi keuangan desa yang mudah diakses untuk mendorong keterlibatan warga yang
lebih besar. Selain itu, keterlibatan warga menciptakan siklus umpan balik di mana
keterlibatan masyarakat dapat memandu dan menyempurnakan proses perencanaan dan
alokasi keuangan, menyelaraskannya dengan kebutuhan dan prioritas lokal (Purba et al.,
2023).

Dinamika partisipasi warga menggarisbawahi pentingnya integrasi teknologi dalam
tata kelola desa. Penggunaan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes) adalah salah
satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas ini dengan memberi kemudahan dalam
penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akurat (Faizah & Sari, 2022).
Implementasi Siskeudes juga menunjukkan dampak positif terhadap kualitas laporan
keuangan desa. Siskeudes telah berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan
keuangan, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas (Warsaleh & Indayani, 2023;
Gusasi & Lantowa, 2021). Hal ini mendukung hasil penelitian lain yang menunjukkan bahwa
sistem yang baik memungkinkan peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan
keuangan (Kusumastuti et al., 2023; Watulingas et al., 2019). Penggunaan sistem pelaporan
keuangan telah menghindari laporan pertanggungjawaban oleh perangkat desa yang tidak
sesuai dengan standar dan rawan manipulasi, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APB Desa) yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan desa yang
sebenarnya (Hasniati, 2016). Selain itu, transparansi pengelolaan dan penggunaan keuangan
desa masih rendah. Hal ini tentu menciptakan celah bagi pemerintah desa untuk
menyalahgunakan kewenangannya.

Pengelolaan keuangan desa di Indonesia menghadapi fenomena dan tantangan serius
terkait pelaporan, pengawasan, dan sumber daya manusia yang berpotensi menghambat
efektivitas program. Masih adanya penyimpangan berupa modifikasi dokumen
pertanggungjawaban APB Desa untuk setiap pengeluaran mengindikasikan adanya legalisasi
kleptokrasi dalam pengelolaan dana desa (Satriajaya et al., 2017). Tindakan manipulasi
terhadap dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran desa ini menunjukkan
kurangnya transparansi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya
informasi mengenai pengelolaan keuangan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 dijelaskan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan
keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.
Kurangnya transparansi desa dalam pengelolaan keuangan desa menunjukkan “sisi gelap”
yang masih tersisa pada mekanisme akuntabilitas formal yang telah diregulasikan sekarang.
Sisi gelap ini kemudian menjadi peluang bagi pemerintah desa untuk melakukan
penyelewengan (Setiawan, 2020).
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Akuntabilitas pengelolaan pengelolaan desa tidak hanya bergantung pada teknologi
yang digunakan, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan
kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan di Tanah
Abang Selatan menunjukkan bahwa kepercayaan dalam proses tata kelola kolaboratif
berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan dana desa (Suandi et
al., 2024). Oleh karena itu, membangun kepercayaan melalui keterlibatan masyarakat dan
komunikasi yang terbuka menjadi faktor penting dalam memperkuat akuntabilitas sosial di
level desa (Hardiningsih et al., 2020). Kajian tentang pengelolaan keuangan telah banyak
dilakukan oleh banyak peneliti, yang juga mengaitkan dengan akuntabilitas dengan lokus
pemerintahan desa. Akan tetapi mengaitkan pengelolaan keuangan dengan akuntabilitas
sosial masih sangat minim. Gambar 1 menunjukkan hasil identifikasi menggunakan visualiasi
VOSviewer:

Gambear 1. Visualisasi Jaringan Berdasarkan Analisis VOSviewer
Sumber: Analisis Penulis, 2025

Desa Kepenuhan Hulu yang terletak di Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten
Rokan Hulu, Provinsi Riau menunjukkan fenomena yang menarik. Dalam pengelolaan
keuangan desa, Pemerintah Desa Kepenuhan Hulu telah mendorong masyarakat untuk
berpartisipasi dalam forum musyawarah yang diselenggarakan sebagai wadah penyampaian
informasi pertanggungjawaban dan menerima umpan balik dari masyarakat selaku
pemegang kepentingan utama. Forum-forum musyawarah yang dilakukan pemerintah desa
juga memiliki pengaruh yang kuat dalam pengelolaan keuangan desa. Kehadiran masyarakat
dalam forum-forum ini menunjukkan kredibilitas forum tersebut di kalangan masyarakat.
Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Agus Salim selaku tokoh Pemuka Adat Melayu
di Desa Kepenuhan Hulu yang menyatakan bahwa:

“...kehadiran masyarakat berpengaruh dalam pengambilan keputusan dalam program
pembangunan desa. Masyarakat itu diundang untuk hadir dan disanalah kita bisa
menyampaikan pendapat. Yang hadir dari masyarakat itu ada masyarakat umum, lalu ada
RT/RW-nya, ada PKK, kader-kader Posyandu, ada Lembaga Adat Desa, dari perwakilan
pemuda dari Karang Taruna juga ada...”.

Aspirasi masyarakat yang disuarakan dalam musyawarah kemudian disusun menjadi
Usulan Rencana Kegiatan Desa dari Dusun dan/atau Kelompok Masyarakat yang berisi
masalah dan potensi Desa Kepenuhan Hulu. Seluruh rencana kegiatan yang sesuai dengan
usulan dari masyarakat desa telah menjadi bukti nyata Pemerintah Desa Kepenuhan Hulu
telah melibatan masyarakat dalam perencanaan penganggaran yang menjadi salah satu
proses dalam pengelola keuangan desa. Keterlibatan masyarakat dalam mendorong
pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat publik yang disebut
sebagai akuntabilitas sosial (Malena et al., 2004). Hal tersebut merupakan salah satu langkah
dalam meningkatkan transparansi pemerintah desa selaku pengelola keuangan desa
(Aromatica et al., 2024). Akuntabilitas sosial hadir sebagai bentuk pengakuan pemerintah desa
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terhadap keberadaan kepentingan masyarakat dalam pengelolaan keuangan di Desa
Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Keterlibatan masyarakat Kepenuhan
Hulu dalam mengawal keuangan desa sangat terlihat dalam proses musyawarah
perencanaan dan penganggaran. Selain itu, masyarakat pun melakukan interaksi
pembahasan pemanfaatan anggaran desa pada forum-forum informal yang memungkinkan
adanya interaksi antara masyarakat dengan pemerintah desa seperti pada kegiatan prosesi
pernikahan maupun pemakaman warga. Di sisi lain, akuntabilitas sosial merupakan
penguatan terhadap akuntabilitas formal, dan terbukti ampuh meningkatkan pelayanan
publik di negara berkembang (Schaeffer & Yilmaz, 2008; Chowdhury, 2017). Dan, kajian
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pada pemerintah desa merupakan kajian terkini
dan masih sering dilakukan oleh banyak peneliti, seperti visualisasi yang ditunjukkan pada
Gambar 2.

accoungability

. pengelolaan keuangan faktor faktor yafg mempengaruhpemer.h desa
village financ anagement

Gambar 2. Visualisasi Jaringan Berdasarkan Analisis VOSviewer
Sumber: Hasil Olah Data oleh Penulis, 2025

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akuntabilitas sosial dalam pengelolaan keuangan,
studi dilakukan di Desa Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.
Pemahaman yang komprehensif terhadap akuntabilitas sosial dalam pengelolaan keuangan
akan dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan
kinerja pemerintah desa serta pengelolaan keuangan desa yang lebih akuntabel (Brinkerhoff
& Wetterberg, 2016). Kajian penelitian ini akan mengidentifikasi akuntabilitas sosial sebagai
model alternatif untuk melengkapi kelemahan akuntabilitas formal dalam pengelolaan
keuangan desa, dari sebatas pertanggungjawaban keuangan secara administratif dan
formalitas semata kepada keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan
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keuangan desa. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana praktik akuntabilitas
sosial dalam pengelolaan keuangan desa.

2. TINJAUAN TEORETIS DAN PENELITIAN SEBELUMNYA

2.1 Akuntabilitas

Sejatinya, akuntabilitas adalah permasalahan kepercayaan (Bemelmans-Videc et al.,
2007). Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah harus mempertanggungjawabkan semua
tindakan dan keputusan kepada publik. Akuntabilitas akan mendorong penyelenggaraan
pelayanan yang efektif, good governance, dan pemberdayaan masyarakat (Brinkerhoff &
Wetterberg, 2016). Akuntabilitas dapat dimulai baik dari individu atau institusi di luar
dirinya. Oleh karena itu, akuntabilitas sering disebut sebagai tanggung jawab yang bersifat
obyektif (Rakhmat, 2018). Birokrat dapat dikatakan akuntabel apabila mereka dinilai secara
obyektif oleh publik dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya kepada
masyarakat selaku pihak yang berkepentingan (Rakhmat, 2018).

Aspek fundamental teori akuntabilitas adalah perbedaan antara mekanisme
akuntabilitas vertikal dan horizontal. Akuntabilitas vertikal mengacu pada cara konstituen
meminta pertanggungjawaban pemimpin mereka. Sementara akuntabilitas horizontal
melibatkan mekanisme pengawasan dan keseimbangan antarlembaga, yang memastikan
tidak ada entitas tunggal yang memegang kekuasaan berlebihan. Penciptaan ruang deliberatif
memungkinkan warga negara untuk memengaruhi pengambilan keputusan, sehingga
memperkuat akuntabilitas vertikal. Hal ini menyoroti bagaimana tata kelola inklusif dapat
menghasilkan responsivitas dan akuntabilitas yang lebih baik (Jahan, 2023). Sementara itu,
Loozekoot dan Dijkstra menggarisbawahi pentingnya mekanisme akuntabilitas horizontal,
seperti badan pengawas lokal dan audit independen, yang dapat memberikan pengawasan
terhadap penyalahgunaan wewenang atau salah urus (Loozekoot & Dijkstra, 2017).

Bhandari menekankan keterkaitan praktik tata kelola yang baik, seperti transparansi
dan responsivitas, serta pengaruhnya terhadap hasil pembangunan pedesaan. Akuntabilitas
bukan hanya tentang pelaporan transaksi keuangan, tetapi juga mencakup konteks tata kelola
partisipatif yang lebih luas, dimana keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mencapai
pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Perspektif ini menggarisbawahi bahwa
akuntabilitas yang efektif melibatkan warga negara secara bermakna untuk meningkatkan
tata kelola dan meningkatkan penyediaan layanan publik (Bhandari, 2023). Transparansi
menumbuhkan kepercayaan dan memungkinkan warga untuk mendapatkan informasi dan
berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya komunitas mereka (Abdallah et al., 2024).

Dalam ranah manajemen keuangan, akuntabilitas juga memastikan kualitas
pelaporan dan kepatuhan terhadap standar. (Nangih, et al. (2021) menyoroti urgensi
mempertimbangkan berbagai kepentingan setiap pihak dalam organisasi dan menekankan
bahwa akuntabilitas harus memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan. Lebih
lanjut, kepentingan mereka harus diselaraskan untuk mencapai tujuan bersama Teori
akuntabilitas sosial memperluas akuntabilitas tradisional dengan memasukkan dimensi
sosial tata kelola. Aspek ini khususnya relevan dalam konteks pedesaan, di mana modal sosial
dapat memfasilitasi atau menghambat keterlibatan masyarakat. Tang, et al. berpendapat
bahwa jaringan sosial dan koneksi komunitas secara signifikan memengaruhi partisipasi
dalam tata kelola, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas mekanisme akuntabilitas
dalam tata kelola kesehatan pedesaan. Interaksi antara koneksi sosial dan praktik tata kelola
dapat secara signifikan memengaruhi seberapa efektif masyarakat dapat meminta
pertanggungjawaban para pemimpin mereka atas pengelolaan sumber daya (Tang et al.,
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2022). Konsep akuntabilitas juga menyoroti perlunya mengatasi tantangan sistemik dalam
struktur akuntabilitas. Misalnya, Tuah et al. menunjukkan bahwa perencanaan infrastruktur
di wilayah pedesaan seringkali menghadapi tantangan tata kelola yang dapat menghambat
akuntabilitas dan penyediaan layanan yang bermakna. Untuk mengatasi tantangan tersebut
membutuhkan kerangka kerja tata kelola inovatif yang meningkatkan akuntabilitas dan
mendorong kolaborasi antarpemangku kepentingan yang beragam (Tuah et al., 2022).

Akuntabilitas pemerintahan desa tercermin dari bagaimana pemerintahan desa
melaksanakan pengelolaan dana desa, bagaimana pemerintah desa menampung aspirasi dari
masyarakat, serta bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mendukung keberhasilan
program pembangunan yang direncanakan (Prasetyo et al., 2023). Akuntabilitas diterapkan
untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan sebenar-benarnya untuk memenuhi
kepentingan publik. Akuntabilitas diartikan oleh Chandler & Piano sebagai “refers to the
institution of checks and balances in an administrative system” (Rakhmat, 2018). Akuntabilitas
diperlukan sebagai penjelasan atas apa yang telah dilakukan oleh pemerintah selaku pelayan
masyarakat. Maka dari itu, akuntabilitas dapat diartikan sebagai tanggung jawab pejabat
publik untuk memberikan informasi dan penjelasan mengenai apa yang telah atau sedang
mereka lakukan terkait mandat atau kewenangan yang diberikan kepada mereka. Sejalan
dengan itu, Ra’is (2022) berpendapat bahwa prinsip dasar demokrasi adalah warga negara
berhak untuk menuntut pertanggungjawaban dan aktor publik berkewajiban untuk
bertanggung jawab.

2.2 Akuntabilitas Sosial

Akuntabilitas sosial dapat diartikan sebagai pendekatan dalam membangun
akuntabilitas berdasarkan keterlibatan warga negara yang dapat berpartisipasi secara
langsung maupun tidak langsung dalam menuntut akuntabilitas. Akuntabilitas sosial
merujuk kepada mekanisme yang digunakan oleh warga negara, organisasi masyarakat sipil,
dan media independen untuk menuntut pertanggungjawaban kepada pejabat publik (Malena
et al., 2004). Akuntabilitas sosial dapat menjadi mekanisme dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) dengan memberikan warga negara kesempatan
untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa. Hal yang mendasari pentingnya
akuntabilitas sosial adalah peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan
efektivitas pembangunan serta pemberdayaan (Malena et al., 2004). Akuntabilitas sosial
merujuk pada tindakan masyarakat untuk mendorong para pemegang jabatan untuk
melaporkan dan mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Perkembangan akuntabilitas
sosial dianggap sebagai penangkal lemahnya akuntabilitas formal yang berpusat pada
pemerintah (Brinkerhoff & Wetterberg, 2016).

Akuntabilitas sosial didefinisikan oleh Fox (2020) sebagai countervailing power, yaitu
mekanisme yang berfungsi mereduksi atau menetralisir kekuasaan yang berlebihan pada
penguasa. Lebih lanjut, akuntabilitas sosial merupakan konsep yang melibatkan prinsip-
prinsip  transparansi informasi dan partisipasi warga untuk menghasilkan
pertanggungjawaban pelayanan publik. Akuntabilitas sosial terbentuk dari interaksi antara
dua faktor kunci yaitu State Action (tindakan pemerintah) dan Citizen Action (tindakan
masyarakat), serta tiga faktor yang mempengaruhinya yaitu Information, Civic Mobilization,
dan State-Citizen Interface (Grandvoinnet et al., 2015). Kelima faktor ini yang menjadi kerangka
analisis akuntabilitas sosial pada penelitian ini. Teori ini memiliki keunggulan dalam
mengungkap berbagai elemen penting yang secara bersama-sama memperlihatkan tingkat
akuntabilitas dan transparansi dalam konteks pengelolaan keuangan desa.
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Struktur dan proses pertanggungjawaban yang berpusat pada pemerintah
memengaruhi timbulnya keterlibatan masyarakat dan berhubungan langsung dengan
potensi pencapaian tujuan tata kelola akuntabilitas sosial. Holland et al. (2012) mengatakan di
beberapa negara berkembang, ditemukan sejumlah kelemahan yang sebenarnya sudah
diketahui dengan baik yang membatasi kemampuan pemerintah untuk memberikan kinerja
yang dapat diakui. Lebih lanjut, Holland ef al. (2012) memaparkan kelemahan-kelemahan
tersebut antara lain sumber daya yang terbatas, cacatnya sistem pelayanan sipil, upah rendah,
kesalahan dalam pengelolaan, pengawasan yang buruk, patronase politik, hingga korupsi.
Akuntabilitas sosial meletakkan kepentingan masyarakat menjadi alat dalam menentukan
arah perencanaan pengelolaan keuangan desa. Lebih dari sekadar persoalan principal-agent,
akuntabilitas sosial dihadapkan pada masalah tindakan kolektif, yaitu bagaimana masyarakat
(principal) dapat dimobilisasi berdasarkan kepentingan dan keprihatinan bersama untuk
bergerak mendorong tuntutan mereka kepada aktor negara (agent) mereka (Brinkerhoff &
Wetterberg, 2016).

Lebih lanjut, O’Meally (2013) menjelaskan mobilisasi tindakan kolektif ini bergantung
kepada kapasitas dan kesadaran warga untuk menuntut akuntabilitas sosial, yang meliputi
kemampuan organisasi dan manajerial serta kemampuan untuk menarik sumber daya,
kemampuan teknis dan pengetahuan yang cukup untuk bertindak secara efektif, kemampuan
untuk membentuk aliansi dan mempertahankan dukungan, beradaptasi dan
mengembangkan diri, hingga kapasitas dalam membangun strategi jangka panjang yang
melibatkan banyak aktor. Penggunaan alat pengumpulan dan analisis data partisipatif yang
dikombinasikan dengan ruang dan kesempatan yang lebih luas lagi bagi keterlibatan
masyarakat sipil dengan pemerintah, menghasilkan generasi baru praktik akuntabilitas sosial
yang menekankan pada bukti yang kuat dan interaksi langsung dengan jajaran pemerintah.
Hal ini mencakup tindakan seperti pembuatan kebijakan publik partisipatif, penganggaran
partisipatif, penelusuran pengeluaran publik, pemantauan warga negara dan evaluasi
pemberian layanan publik (Malena et al., 2004).

Akuntabilitas sosial menjadi mekanisme dalam memperkuat akuntabilitas formal
atau konvensional yang dinilai belum cukup untuk menilai kualitas pengelolaan dana desa
serta masih menyisakan kesempatan bagi pejabat publik untuk melakukan penyelewengan.
Sejalan dengan Wahyunengseh & Hastjarjo (2015) yang berpendapat bahwa akuntabilitas
sosial dianggap sebagai suatu pendekatan untuk mengisi kesenjangan dalam akuntabilitas
formal serta efektif untuk mendorong transparansi pemerintah dan keterbukaan ruang
partisipasi masyarakat. Selain itu, Malena ef al. (2004) juga berpendapat mekanisme
akuntabilitas sosial bertujuan untuk melengkapi dan meningkatkan akuntabilitas
konvensional. Akuntabilitas sosial bukan sebagai pengganti tetapi memperkuat dan
melengkapi mekanisme akuntabilitas yang telah ada (Ra’is, 2022). Akuntabilitas sosial
memiliki beberapa tujuan utama, yaitu peningkatan efektivitas pelayanan, perbaikan
terhadap kualitas tata kelola pemerintahan, dan peningkatan pemberdayaan warga
(Brinkerhoff & Wetterberg, 2016). Ketiga tujuan ini menjadi outcomes yang diharapkan dengan
adanya intervensi akuntabilitas sosial terhadap pengelolaan keuangan desa dan juga sesuai
dengan konteks hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat.

2.3 Kajian Penelitian terdahulu

Kajian tentang pengelolaan keuangan desa, masih menjadi atensi bagi banyak peneliti.
Koeswara (2019) telah mengkaji model terbaik perencanaan keuangan desa yang berdampak
pada pentingnya keberadaan Dana Desa dan mengurangi potensi ketergantungan terhadap
sumber pendapatan desa lainnya bagi hampir seluruh desa di Indonesia. Model perencanaan
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anggaran juga telah dikaji oleh banyak peneliti, bahwa penganggaran selalu dilakukan dalam
siklus anggaran, akan tetapi setiap aktor selalu terjebak dalam pandangan untuk
mempertahankan kepentingan program dan kegiatannya sehingga menafikan tujuan akhir
dari proses penganggaran tersebut (Koeswara et al., 2018). Padahal, perencanaan anggaran
yang baik akan berdampak pada kinerja pelayanan yang diberikan oleh pemerintah (Nabilla
et al., 2022). Di sisi lain kajian yang dilakukan oleh Aromatica et al. menunjukkan bahwa
pemerintah desa memegang peranan penting dalam melaksanakan pembangunan termasuk
dalam hal perencanaan anggaran (Aromatica et al., 2018).

Ketidakmampuan aktor kebijakan anggaran untuk mengalokasikan apa yang menjadi
prioritas kebutuhan masyarakat yang disebabkan oleh teralienasinya aktor dalam proses
kebijakan anggaran juga sudah pernah dilakukan (Kabullah et al., 2020). Hal tersebut telah
mencederai kepercayaan publik terhadap peran aktor anggaran dalam keberpihakan
anggaran (Koeswara et al., 2013). Sementara itu, pengalokasian anggaran melalui strategi
belanja juga telah dikaji oleh Nabilla et al. (2022), bahwa untuk mengoptimalkan dampak dari
belanja yang dialokasikan mesti mempertimbangkan prioritas belanja yang
merepresentasikan keinginan masyarakat desa (Aromatica & Harza, 2021).

Kajian yang dilakukan oleh Rispira, et al (2024) dalam temuan penelitiannya
menunjukkan bahwa akuntabilitas sosial merupakan alternatif model pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan desa. Terdapat indikasi bahwa akuntabilitas sosial mampu
meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan. Partisipasi masyarakat
desa telah mengisi ruang kosong keterbatasan akuntabilitas formal yang dilakukan dalam
ranah administratif. Masyarakat menyadari bahwa keterlibatan aktifnya dalam pengelolaan
keuangan desa dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah desa, dan
merupakan hal penting yang mesti dilakukan agar kinerja pembangunan di desa menjadi
lebih efektif dan efisien, termasuk dalam manajemen pengelolaan keuangan desa (Syarkawi
et al., 2023).

Oleh karena itu, kajian ini memiliki korelasi dan kebaruan dari perbandingan
penelitian sebelumnya. Belum banyak penelitian yang mengkaji mekanisme sosial dalam
meningkatkan akuntabilitas keuangan desa. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi
yang mampu melengkapi kelemahan akuntabilitas formal dengan mengembangkan model
akuntabilitas sosial yang lebih menekankan peran serta masyarakat dalam pengawasan
keuangan desa yang berdampak pada peningkatan kinerja dan pelayanan Pemerintah Desa
Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan
bagaimana eksistensi masyarakat dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Metode
penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memahami lebih dalam mengenai
masalah sosial dalam individu atau sekelompok masyarakat yang kompleks (Creswell &
Creswell, 2017). Penelitian ini juga menggunakan tipe penelitian naratif deskriptif. Penelitian
naratif deskriptif menjelaskan dan mendeskripsikan informasi yang didapatkan peneliti
(Sugiyono, 2022). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
observasi, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik
pemilihan informan secara purposive sampling, yaitu informan yang memiliki pengetahuan,
pengalaman, dan peran langsung baik dari internal maupun eksternal desa terkait proses
pengelolaan keuangan desa. Informan dalam penelitian diantaranya adalah Kepala Desa
Kepenuhan Hulu, Sekretaris Desa Kepenuhan Hulu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Kepenuhan Hulu, Tokoh Masyarakat Desa Kepenuhan Hulu, Kepala Dinas Pemberdayaan
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Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu, dan Kepala Bidang Fasilitasi
Keuangan dan Aset Desa DPMPD Rokan Hulu. Peneliti berperan sebagai instrumen utama
pada penelitian ini. Hal ini sejalan dengan Sugiyono (2022) yang menyampaikan bahwa
dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitiannya adalah peneliti itu sendiri.
Unit analisis pada penelitian ini adalah unit analisis lembaga dan kelompok, yaitu lembaga
Pemerintah Desa Kepenuhan Hulu dan kelompok masyarakat Desa Kepenuhan Hulu
(Morissan, 2018). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif Miles &
Huberman (1994) yang mengemukakan bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan
secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga tercapainya kejenuhan data
(Carter et al., 2014). Sementara langkah analisis data dalam penelitian ini diawali dengan data
reduction, data display, dan conclusion drawing (Sugiyono, 2022).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme akuntabilitas sosial melibatkan prinsip transparansi dan partisipasi
masyarakat dalam mengawasi pemerintahan hingga menghasilkan akuntabilitas.
Akuntabilitas sosial secara konseptual merupakan has pemerintah dan tindakan masyarakat
dengan tiga faktor yang memengaruhi, yaitu informasi, mobilisasi masyarakat, dan interaksi
pemerintah dengan masyarakat (Grandvoinnet et al., 2015). Dalam konteks pengelolaan
keuangan desa, transparansi akan membuka ruang informasi yang memungkinkan
masyarakat mengakses informasi dan mendorong tindakan kolektif, yang mencakup
keterlibatan aktif secara langsung bahkan dalam bentuk pengawasan yang berkelanjutan
terhadap proses pengelolaan keuangan. Keterlibatan masyarakat yang intensif dapat
mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang serta meningkatkan legitimasi
pemerintah desa di mata masyarakat (Nurlinah et al., 2018, Wafa et al., 2023). Lebih jauh,
ketika masyarakat memiliki akses terhadap informasi keuangan dan dapat berpartisipasi
dalam proses pengambilan keputusan, hal ini berkontribusi secara signifikan terhadap
kepercayaan publik dan meminimalisir potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan
(Sofyani et al., 2022).

Interaksi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat menghasilkan mekanisme
akuntabilitas yang lebih substantif, yaitu akuntabilitas yang tidak hanya bersifat prosedural
berupa laporan keuangan semata tetapi juga mencerminkan pengakuan terhadap aspirasi
masyarakat. Hal ini memastikan bahwa laporan yang disusun tidak hanya mengakomodasi
kepentingan internal, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Wulandari &
Rahmadani, 2024). Dengan partisipasi aktif, masyarakat dapat melakukan pengawasan
langsung dan memberikan umpan balik terhadap penggunaan keuangan desa. Mekanisme
akuntabilitas sosial bukan hanya sekadar alat pengawasan, tetapi juga menjadi instrumen
untuk mewujudkan pemerintahan desa yang responsif, partisipatif, dan berbasis pada prinsip
keadilan sosial. Akuntabilitas sosial dalam sistem tata pemerintahan desa dapat diidentifikasi
melalui dua karakteristik fundamental, yaitu tercermin dalam adanya kesadaran kritis
masyarakat dan komitmen pemerintah untuk bersedia bertanggung jawab kepada
masyarakat. Sejalan dengan Ra’is (2022) yang menjelaskan bahwa ciri-ciri adanya
akuntabilitas sosial dalam sistem tata pemerintahan desa adalah ketika wujud sikap prakarsa
dan munculnya kesukarelaan warga desa untuk melakukan kontrol terhadap pemerintahan
desa. Lebih lanjut, ciri lainnya adalah pemerintah desa siap dan bersedia untuk bertanggung
jawab kepada warganya, terkait dengan tindakan-tindakan yang telah dilakukan dan capaian
prestasi kerja mereka dalam mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan desa (Ra’is,
2022).
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Interaksi konstruktif antara pemerintah desa dan masyarakat memungkinkan
tuntutan atau kontrol sosial tidak dipahami sebagai ancaman, melainkan sebagai mekanisme
bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Ketika anggota
masyarakat secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dana desa, hal
tersebut membangun kepercayaan dan meningkatkan responsivitas pemerintah (Wati et al.,
2024). Ruang dialogis ini tercipta dalam proses perencanaan dan pertanggungjawaban pada
pengelolaan keuangan desa. Aditia dan Welly (2023) menyebutkan bahwa kurangnya
keterlibatan masyarakat dapat menghambat efektivitas pengelolaan keuangan desa, sehingga
pemanfaatan anggaran menjadi kurang baik dari perspektif masyarakat. Melalui konsep
akuntabilitas sosial ini, peneliti ingin melihat bagaimana praktik akuntabilitas sosial hadir
dalam pengelolaan keuangan di Desa Kepenuhan Hulu dengan menjelaskan faktor-faktor
kontekstual akuntabilitas sosial yang ditemukan.

41 State Action: Tindakan Pemerintah dalam Akuntabilitas Sosial Pengelolaan
Keuangan Desa

Tindakan pemerintah dalam mekanisme akuntabilitas sosial mencerminkan
bagaimana komitmen dan kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan yang
partisipatif dan transparan. Dalam pengelolaan keuangan desa, tindakan pemerintah
berkaitan dengan bagaimana kesadaran pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap
pengelolaan keuangan desa dan bagaimana respons pemerintah terhadap keterlibatan
masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Lebih lanjut sikap pemerintah dan motivasi
intrinsik juga mencerminkan bagaimana komitmen dan kapasitas pemerintah desa. Motivasi
intrinsik pemerintah dapat berupa rasa tanggung jawab atau motif alturistik perangkat desa
untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Pemerintah Desa Kepenuhan Hulu berkomitmen untuk menciptakan ruang
partisipasi seluas-luasnya kepada masyarakat dalam setiap proses pengelolaan keuangan
desa. Ruang partisipasi untuk masyarakat ini juga disertai dengan transparansi pemerintah
mengenai pengelolaan keuangan desa. Hal ini tentu mencerminkan kesiapan pemerintah
untuk bertanggung jawab kepada masyarakat serta responsivitas pemerintah desa dalam
menanggapi aspirasi dari masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurhadi AS
selaku Kepala Desa Kepenuhan Hulu yang menyampaikan bahwa:

“Tentunya keterbukaan informasi di desa merupakan isu yang penting, yang mengharuskan
kita sebagai perangkat desa terbuka terkait dengan pembangunan desa ataupun penggunaan
anggaran, ... selain memang sebagai kewajiban kepala desa untuk menyampaikan informasi
kepada masyarakat, sudah sebagai tanggung jawab tersendiri baik sebagai kepala desa dan
tentunya pemerintahan desa karena bagaimanapun juga ini adalah hak masyarakat untuk
mendapatkan informasi terkait pembangunan atau keuangan desa...”

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Kepenuhan Hulu menunjukkan bahwa pemahaman
dan komitmen pemerintah Desa Kepenuhan Hulu dalam mewujudkan pemerintahan yang
transparan dan akuntabel. Meskipun keterbukaan informasi sudah menjadi kewajiban
pemerintah desa, kepala desa menganggap hak masyarakat ini harus mereka penuhi dan
telah menjadi komitmen mereka selaku pemerintah desa. Hal ini juga diperkuat dengan hasil
wawancara dengan Erman selaku Kepala Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa DPMPD
Rokan Hulu yang menyatakan bahwa:
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“...secara asas kan seharusnya pemerintah desa itu sudah tahu dan memahami bahwasanya
asas dan prinsip pembangunan di desa itu ... yang terkait dengan akuntabilitas sosial ini
tentu asas kepentingan umum dan asas keterbukaan...”

Komitmen Pemerintah Desa Kepenuhan Hulu dalam keterbukaan informasi dan
partisipasi masyarakat menunjukkan motivasi intrinsik yang lebih kuat terhadap pemenuhan
hak masyarakat daripada sekadar pemenuhan kewajiban normatif. Hal ini tentunya perlu
diterjemahkan ke dalam tindakan nyata dan kapasitas yang memadai. Pemerintah desa harus
mampu memberikan respons yang konstruktif sebagai jawaban terhadap aspirasi yang
diberikan oleh masyarakat. Pemerintah Desa Kepenuhan Hulu menjadikan aspirasi dari
masyarakat sebagai pedoman dalam menentukan arah pembangunan desa. Berdasarkan
wawancara dengan Charlen selaku Sekretaris Desa Kepenuhan Hulu yang menyatakan
bahwa:

“... Kegiatan yang kita tetapkan itu berasal dari usulan masyarakat. Misalkan suatu proyek
pembangunan desa, itu kita ambil dari usulan masyarakat desa melalui musrenbang, bukan
ide dari Desa (Pemerintah Desa) tetapi itu usulan dari masyarakat, artinya kalau memang
dana kita mencukupi dan tidak menyalahi aturan bisa kita laksanakan...”

Pembangunan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan
komitmen bersama yang terbentuk dari interaksi antar masyarakat sebagai pemangku
kepentingan utama dan pemerintah desa selaku aktor pengelolaan keuangan desa.
Masyarakat Desa Kepenuhan Hulu juga menilai Pemerintah Desa Kepenuhan Hulu telah
terbuka kepada masyarakat serta memberikan ruang keterlibatan seluas-luasnya kepada
masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya terkait pertanggungjawaban keuangan desa.
Pengakuan dari masyarakat desa ini menjadi bukti konkret hadirnya transparansi serta
partisipasi masyarakat yang menjadi komponen utama dalam perwujudan akuntabilitas
sosial. Fungsi kontrol yang didorong oleh pemerintah melalui transparansi serta pengawasan
langsung oleh masyarakat merupakan wujud sikap terbuka dan responsivitas pemerintah
desa terkait pelaksanaan program desa yang tentunya dibentuk berdasarkan pada aspirasi
masyarakat. Hal ini juga menjadi bukti bahwa Pemerintah Desa Kepenuhan Hulu memiliki
keterikatan yang kuat dengan masyarakat selaku pemangku kepentingan utama di desa.
Ketika terdapat temuan, masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat
menyampaikan aduan kepada pemerintah desa terkait temuan-temuan di lapangan. Hal ini
tidak hanya mendorong akuntabilitas yang lebih besar tetapi juga berkontribusi pada
peningkatan kualitas tata kelola secara keseluruhan dengan menyelaraskan layanan publik
dengan kebutuhan nyata masyarakat desa (Ni et al., 2023).

Upaya pemerintah dalam mewujudkan keterbukaan informasi merupakan unsur
utama tindakan pemerintah dalam pendekatan akuntabilitas sosial. Di mana hal ini bertujuan
untuk mengungkapkan rincian yang berkaitan dengan tindakan pemerintah, sehingga
masyarakat dapat mengawasi pemerintah serta memberikan umpan balik dan bertanya
kepada aktor pemerintah tentang kinerja mereka dan pada gilirannya pemerintah dapat
mempertanggungjawabkan kinerjanya. Sejalan dengan Grandvoinnet et al.,, (2015) yang
menyatakan bahwa:

“Social accountabillity activities also provide interfaces between citizens and governments,

where citizens can provide feedback and query state officials about their performance and state
officials can account for themselves.”
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Tindakan Pemerintah Desa Kepenuhan Hulu telah menunjukkan komitmen dan sikap
responsitivitas dalam mengelola keuangan desa. Perencanaan dan pelaksanaan dana yang
transparan berkontribusi pada kerangka akuntabilitas secara keseluruhan (Suryani, 2022).
Hal ini juga mencerminkan akuntabilitas sosial yang tercipta pada pengelolaan keuangan
desa yang dibuktikan dari upaya pemerintah desa untuk menciptakan transparansi,
merespons aspirasi masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. Keterbukaan
informasi yang dijalankan melalui publikasi laporan keuangan, dialog terbuka dalam
musyawarah desa, serta dorongan terhadap peran pengawasan masyarakat selama
pelaksanaan program, tidak hanya memenuhi aspek formal dari akuntabilitas, tetapi juga
membangun keterikatan yang kuat dan kepercayaan masyarakat yang pada gilirannya
menciptakan akuntabiltias sosial melalui interaksi konstruktif antara pemerintah desa dan
masyarakat. Legitimasi masyarakat dibangun melalui transparansi yang selalu diupayakan
pemerintah yang pada gilirannya menciptakan ruang partisipasi masyarakat dan pada
akhirnya menjadi wujud nyata akuntabilitas sosial dalam pengelolaan keuangan desa. Sebab,
akuntabilitas sosial lahir dari interaksi timbal balik antara kapasitas pemerintah dan daya
kritis masyarakat, di mana keduanya saling menguatkan dalam kerangka tata kelola yang
inklusif (Grandvoinnet et al., 2015).

4.2 Civil Action: Tindakan Masyarakat dalam Mewujudkan Akuntabilitas Sosial dalam
Pengelolaan Keuangan Desa

Tindakan masyarakat (Civil Action) merupakan salah satu elemen fundamental yang
menjadi pilar utama dalam kerangka konseptual akuntabilitas sosial. Bentuk tindakan
masyarakat bersifat dinamis dan kontekstual, yang berupa berbagai bentuk sesuai dengan
situasi dan tahapan perkembangan sosial-politik yang ada. Pada hakikatnya, tindakan
masyarakat dapat mencakup mulai dari upaya strategis untuk mengakses informasi,
mendapatkan pengakuan atau pembenaran, mengajukan tuntutan sanksi, melakukan protes
terhadap praktik ketidakadilan, hingga mengajukan klaim untuk mendapatkan layanan
publik yang lebih berkualitas (Grandvoinnet et al., 2015). Tindakan masyarakat dalam konteks
pengelolaan keuangan desa merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam mengawasi
pengelolaan keuangan desa serta mendorong kepentingannya untuk menjadi alat dalam
menentukan arah pengelolaan keuangan desa. Kunci dari tindakan masyarakat adalah
kesadaran dan keyakinan masyarakat bahwa mereka adalah pemegang kepentingan utama
dan dapat melakukan pengendalian dan pengawasan penuh terhadap pengelolaan keuangan
desa. Mekanisme kontrol sosial yang dikembangkan bukan untuk mencari-cari kesalahan,
melainkan untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Masyarakat Desa Kepenuhan Hulu memandang forum musyawarah sebagai
instrumen strategis untuk menyampaikan aspirasi dan melakukan pengawasan terhadap
pengelolaan keuangan desa. Masyarakat Desa Kepenuhan Hulu memiliki keyakinan bahwa
mereka mempunyai kekuatan dalam forum-forum partisipatif yang diselenggarakan oleh
pemerintah desa. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Agus Salim selaku tokoh Pemuka
Adat Melayu di Desa Kepenuhan Hulu yang menyatakan bahwa:

“..kalau saya lihat dari kemauan masyarakat untuk menghadiri undangan musyawarah
dengan pemerintah desa itu sudah menunjukkan kalau masyarakat itu percaya kalau mereka
didengar dalam musyawarah.”

Berdasarkan wawancara tersebut juga dapat dipahami bahwa masyarakat menganggap isu

pertanggungjawaban kepada masyarakat merupakan isu yang penting khususnya dalam
pengelolaan  keuangan  desa. Pemahaman  masyarakat tentang  pentingnya
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pertanggungjawaban pemerintah desa selaku pengelola keuangan desa tentunya juga datang
dengan pemahaman masyarakat tentang kerugian yang ditimbulkan apabila masyarakat
tidak terlibat dalam pengawasan keuangan desa.

Kepercayaan dan keyakinan masyarakat Desa Kepenuhan Hulu ini menunjukkan
kesadaran masyarakat bahwasanya mengawasi pengelolaan keuangan desa merupakan
kewajiban mereka selaku pemegang kepentingan utama. Kepercayaan dan keyakinan ini juga
yang membentuk motivasi intrinsik masyarakat dan kemudian menggerakkan masyarakat
untuk melakukan tindakan kolektif yaitu dengan terlibat dalam forum partisipatif yang
disediakan oleh pemerintah desa untuk menyampaikan dan menggerakkan aspirasi mereka.
Lebih lanjut, dorongan masyarakat ini juga terbentuk dari “gerakan” diskusi informal yang
terbentuk secara alami oleh interaksi individu di lingkungan sosial masyarakat. Hal ini sesuai
dengan pernyataan Agus Salim selaku tokoh Pemuka Adat Melayu di Desa Kepenuhan Hulu
yang mengatakan bahwa:

“...pendapat dari masyarakat itu digerakkan dari warung-warung juga ada. Jadi bisa
dikatakan disitulah kita menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat untuk
pembangunan desa ini...”

Fenomena di Desa Kepenuhan Hulu ini menguatkan hasil kajian yang dilakukan oleh Savitri
et al. (2019), komunikasi yang relevan secara budaya dan praktik-praktik inklusif dapat
menghasilkan partisipasi dan akuntabilitas yang lebih baik seperti menyerap aspirasi
masyarakat di warung-warung yang lebih melibatkan interaksi masyarakat dengan
pemerintah desa lebih intensif. Hal ini didukung dengan pernyataan dari Misa Seleni selaku
Kader Pembangunan Manusia yang menyatakan bahwa:

“...masyarakat sudah aktif dalam musyawarah dan juga pastinya setiap keterwakilan
masyarakat di musyawarah itu mewakili aspirasi kelompoknya atau lingkungan sehari-
harinya...”

Aspirasi masyarakat juga disampaikan kepada Kepala Dusun atau RT/RW setempat,
sebelum dibawakan ke musyawarah dusun jika diperlukan. Hal ini menjadi bukti bahwa
adanya keyakinan kuat masyarakat untuk menggerakkan aspirasinya baik itu secara informal
maupun melalui mekanisme musyawarah formal yang harus dilakukan oleh pemerintah desa
dalam perencanaan dan penganggaran. Aspirasi masyarakat bukan dijadikan ancaman untuk
pemerintah desa, tetapi menjadi arahan dan masukan bahwasanya yang disampaikan adalah
apa yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu
sendiri. Dengan kata lain, tuntutan dan pengawasan dari masyarakat tidak diartikan sebagai
skeptisisme masyarakat terhadap pemerintah, melainkan sebagai hak yang harus dipenuhi
pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam
membuat keputusan dalam pengelolaan keuangan desa.

Karakteristik utama tindakan masyarakat tercermin dalam pendekatan partisipatif
yang konstruktif dan inklusif. Melalui forum musyawarah resmi dan diskusi informal di
lingkungan sosial, masyarakat secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan
pengawasan keuangan desa. Motivasi masyarakat tidak dilandasi oleh sikap skeptis atau
konfrontatif, melainkan dorongan intrinsik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Masyarakat telah
memahami bahwa ketidakterlibatan akan merugikan kepentingan mereka sendiri, sehingga
partisipasi aktif menjadi kewajiban moral dan sosial. Pemahaman yang kuat untuk terlibat
dalam pengelolaan keuangan desa ini menjadi modal awal perwujudan mekanisme
akuntabilitas sosial. Modal awal ini akan tersalurkan secara efektif jika pemerintah
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memberikan ruang keterlibatan kepada masyarakat. Di negara Indonesia mekanisme
akuntabilitas sosial lebih dapat diterima sebab pemerintah daerah memiliki lebih banyak
sumber daya, otonomi daerah, kesempatan untuk mendengarkan masyarakat mereka, dan
masyarakat yang sebenarnya mampu untuk terlibat (Brinkerhoff & Wetterberg, 2016).

Tingkat penerimaan terhadap mekanisme akuntabilitas sosial dipengaruhi oleh
budaya eksklusivitas pemerintah yang menganggap segala urusan pemerintah adalah
domain eksklusif mereka. Di sisi lain, interaksi antara masyarakat dan pemerintah desa di
Desa Kepenuhan Hulu menunjukkan tingkat pemahaman terhadap transparansi dan
partisipasi masyarakat yang tinggi. Aspirasi masyarakat tidak dipandang sebagai ancaman,
melainkan sebagai kontribusi konstruktif untuk perbaikan dan pembangunan. Pemerintah
desa menunjukkan sikap keterbukaan, menciptakan ruang dialogis yang memungkinkan
terjadinya pertukaran gagasan dan pengawasan sosial secara sehat. Pendekatan ini telah
mengubah konsep akuntabilitas dari sekadar prosedur formal menjadi mekanisme sosial
yang melibatkan masyarakat serta mengakui keberadaan masyarakat sebagai pemangku
kepentingan utama.

4.3 Civic Mobilization: Menggerakkan Aspirasi Masyarakat dalam Akuntabilitas Sosial
Pengelolaan Keuangan Desa

Mobilisasi masyarakat menjadi salah satu driven factor dalam mekanisme akuntabilitas
sosial. Mobilisasi masyarakat berkaitan dengan bagaimana masyarakat bergerak untuk
mendorong transparansi pemerintah. Mobilisasi warga juga berkaitan dengan kapasitas
masyarakat untuk mengorganisir diri dan menyampaikan aspirasi mereka terkait tata kelola
pemerintahan desa khususnya pada pengelolaan keuangan desa. Mobilisasi masyarakat di
Desa Kepenuhan Hulu memperlihatkan bagaimana faktor sosial, budaya, dan struktur
masyarakat setempat berperan dalam membentuk gerakan keterlibatan masyarakat dalam
pengelolaan keuangan desa. Dalam forum yang melibatkan masyarakat, perwakilan
masyarakat datang dari beragam elemen. Keterlibatan masyarakat juga didorong oleh
undangan dari pemerintah desa yang menunjukkan pengakuannya terhadap masyarakat
untuk terlibat dalam pembangunan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Agus Salim
selaku tokoh Pemuka Adat Melayu di Desa Kepenuhan Hulu yang mengatakan bahwa:

“...masyarakat itu diundang untuk hadir dan disanalah kita bisa menyampaikan pendapat.
Yang hadir dari masyarakat itu ada masyarakat umum, lalu ada RT RW-nya, ada PKK,
kader-kader Posyandu, ada Lembaga Adat Desa, dari perwakilan pemuda dari Karang Taruna
juga ada. Istilahnya kita diundang kita diwajibkan hadir.”

Aspirasi masyarakat Desa Kepenuhan Hulu digerakkan oleh berbagai elemen sosial
dan struktur masyarakat yang menyuarakan kepentingan-kepentingan masyarakat dari
berbagai unsur masyarakat. Keterlibatan masyarakat secara aktif ini juga tidak terlepas dari
upaya pemerintah desa yang mengundang masyarakat untuk ikut terlibat dalam
pengambilan keputusan. Aspirasi masyarakat juga digerakkan melalui Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) selaku representasi masyarakat dalam pemerintahan desa.
BPD menjadi perpanjangan tangan masyarakat kepada pemerintah desa berkoordinasi
dengan kepala dusun dan ketua RT/RW setempat. Lebih lanjut, Eko Ardiansyah selaku
Ketua BPD Desa Kepenuhan Hulu mengatakan bahwa:

“Kita menampung aspirasi masyarakat itu kita berkolaborasi dengan RT/RW dan kepala

dusun setempat. Dan biasanya kita melakukan musyawarah dusun untuk menampung
aspirasi masyarakat dari dusun-dusun lalu baru nanti naik ke musyawarah desa, juga nanti
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masyarakat menghubungi RT/RW, contohnya seperti jalan rusak yang bisa dicover dengan
dana desa, ketahanan pangan, bantuan-bantuan seperti BLT, PKH, kurang mampu...”

Mobilisasi masyarakat yang dinakhodai oleh BPD dilakukan tidak hanya dalam
bentuk tindak lanjut laporan masyarakat, melainkan juga dalam bentuk pengawasan
langsung sebagai tindakan preventif terhadap ketidaksesuaian yang terjadi dalam
pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikonfirmasi oleh Eko Ardiansyah selaku Ketua BPD
Desa Kepenuhan Hulu yang mengatakan bahwa:

“...tindakan kita itu sebelum adanya temuan-temuan. Maksudnya kita ikut turun ke
lapangan misalnya ada penyaluran bantuan, itu kita turun langsung mengawasi bantuan
benar-benar telah tersalurkan.”

BPD memainkan peran sebagai jembatan aspirasi antara masyarakat dan pemerintah
desa. Pergerakan aspirasi masyarakat untuk menuntut apabila terdapat pembangunan atau
program desa yang belum terealisasikan dihimpun oleh BPD sebagai bentuk kewajibannya
dalam menyerap aspirasi masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua BPD,
mekanisme penyerapan aspirasi dilakukan melalui kolaborasi dengan RT/RW dan kepala
dusun, yang kemudian diformalisasi dalam musyawarah dusun. Proses ini memastikan
bahwa kebutuhan masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur dan penyaluran bantuan
sosial, dapat terakomodir dengan baik dalam APBDes. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Erman
selaku Kepala Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa DPMPD Rokan Hulu yang
mengatakan bahwa:

“...penetapan APBDes harus melalui mekanisme musyawarah dusun, kemudian apa yang
menjadi usulan, prioritas dan lain-lain yang menjadi prioritas di tingkat dusun,
dikumpulkan, kemudian dilakukan musyawarah di tingkat desa (musyawarah desa) yang
melibatkan seluruh komponen masyarakat...”

Mobilisasi masyarakat muncul dari keterlibatan aktif warga dalam menyampaikan
aspirasi dan ikut mengawasi pelaksanaan program desa. Aspirasi warga disalurkan melalui
jalur yang tersedia di tingkat lokal, seperti melalui RT/RW, kepala dusun, atau disampaikan
dalam forum musyawarah seperti musyawarah dusun dan musyawarah desa. BPD menjadi
penghubung utama antara masyarakat dan pemerintah desa, termasuk dalam
menindaklanjuti usulan maupun laporan warga atas pelaksanaan program yang tidak sesuai
rencana. Pola ini memperlihatkan bahwa keterlibatan masyarakat tidak hanya bersifat
prosedural, tetapi menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan akuntabilitas
pemerintah desa tetap terjaga.

4.4 Information: Keterbukaan Informasi dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Desa

Keterbukaan informasi merupakan faktor pendorong yang juga penting bagi tindakan
pemerintah dan tindakan masyarakat. Informasi dapat digunakan oleh pemerintah sebagai
media transparansi kepada masyarakat serta menjadi modal awal untuk melakukan
pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Dengan kata lain, informasi dapat digunakan
sebagai media untuk memobilisasi baik tindakan masyarakat maupun tindakan dari sisi
pemerintah, yang kemudian menjadi modal awal dalam menciptakan interaksi antara
masyarakat dan pemerintah. Keterbukaan informasi membantu masyarakat memahami
bagaimana anggaran desa digunakan, serta memberi mereka alat untuk mengawasi dan
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memberi masukan terkait pengelolaan dana tersebut. Kajian yang dilakukan Nurliana (2023)
dalam menjelaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance sangat bergantung
pada transparansi dan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintahan desa. Oleh karena itu, keterbukaan informasi berkaitan dengan
bagaimana aksesibilitas informasi, penyampaian informasi (framing of the information) yang
dilakukan oleh pemerintah, dan bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap informasi
yang disediakan oleh pemerintah.

Keterbukaan informasi Pemerintah Desa Kepenuhan Hulu terkait dengan
pengelolaan keuangan desa disampaikan dalam bentuk penyampaian langsung dalam
musyawarah bersama masyarakat desa serta ditampilkan melalui media baliho. Berdasarkan
hasil wawancara dengan Charlen selaku Sekretaris Desa Kepenuhan Hulu yang menyatakan
bahwa:

“...Sebagai pengelola keuangan desa tentu sudah menjadi tugas kami, tanggung jawab kami
untuk menyampaikan kepada masyarakat baik itu dalam bentuk menempelkan spanduk atau
baliho yang berisikan informasi contohnya realiasi kegiatan, dan tentunya disampaikan juga
secara langsung disetiap musyawarah, kami paparkan berapa anggaran biaya yang telah
dikelola pada tahun berjalan...”

Pemerintah Desa Kepenuhan Hulu menggunakan bentuk dan media penyampaian
yang mudah diakses oleh masyarakat, yaitu penyampaian langsung dengan
mengomunikasikan dalam musyawarah desa serta baliho yang memaparkan informasi
terkait realisasi anggaran ataupun realisasi kegiatan. Masyarakat dapat menjangkau
informasi yang disediakan pemerintah dan menjadi modal awal bagi masyarakat untuk
menyampaikan pendapat serta temuannya jika terdapat program desa belum terealisasikan
atau tidak terealisasi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Abidin et al. (2023)
menekankan pentingnya menyediakan informasi melalui media seperti baliho atau papan
pengumuman agar masyarakat mendapatkan akses yang lebih baik terhadap informasi.
Aksesibilitas informasi inilah yang akan menjembatani masyarakat dan pemerintah desa
yang mana mempertemukan transparansi pemerintah dengan aspirasi masyarakat. Lebih
lanjut, akuntabilitas publik di tingkat pemerintahan desa memerlukan dukungan sistem
informasi yang terintegrasi sebagai alat dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Nilawati
et al., 2020).

Kepercayaan masyarakat Desa Kepenuhan Hulu dibangun melalui akses informasi
yang diberikan oleh pemerintah desa. Hal ini sejalan dengan pernyataan Charlen selaku
Sekretaris Desa Kepenuhan Hulu yang menyatakan bahwa:

“..kalau mendengar dari reaksi masyarakat terhadap keterbukaan kami memberikan
informasi itu bisa kami bilang masyarakat percaya, dan dari kepercayaan itu kami mencoba
terus untuk selalu terbuka baik itu pengelolaan keuangan, pengelolaan kegiatan program-
program yang lain, kami tetap selalu menyampaikan...”

Perwujudan keterbukaan informasi di Desa Kepenuhan Hulu dilakukan melalui
penyampaian langsung dalam musyawarah desa dan penggunaan media baliho untuk
menampilkan informasi realisasi anggaran dan kegiatan. Keterbukaan informasi yang
diterapkan mencerminkan upaya pemerintah desa untuk membangun kepercayaan
masyarakat dengan menyediakan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Prinsip
transparansi harus diimplementasikan dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga
pertanggungjawaban (Ulia & Asmito, 2023). Ini menunjukkan bahwa transparansi harus
menjadi bagian integral dari setiap aktivitas pengelolaan dana desa. Komitmen berkelanjutan

Jurnal Wacana Kinerja | Volume 28 | Nomor 2 | November 2025 155



Jurnal Wacana Kinerja

untuk menjaga transparansi ini telah menjadi dasar yang penting dalam membangun
hubungan interaksi yang konstruktif antara pemerintah desa dan masyarakat di Desa
Kepenuhan Hulu.

4.5 Citizen-State Interface: Interaksi yang Tercipta dalam Akuntabilitas Sosial
Pengelolaan Keuangan Desa

Citizen-State Interface menjadi titik temu dalam konsep akuntabilitas sosial yang
mempertemukan interaksi antara pemerintah dan masyarakat serta faktor penggerak lainnya.
Sebab, interaksi antar masyarakat dan pemerintah tentunya membutuhkan wadah atau ruang
yang memberikan akses pemerintah dan masyarakat untuk berinteraksi. Ketika masyarakat
diberikan ruang untuk menyuarakan aspirasinya, memperoleh akses informasi, hingga
memberikan penilaian kritis terhadap tindakan dan kinerja pemerintah akan membangun
kepercayaan yang kuat terhadap pemerintah (Grandvoinnet et al., 2015). Kepercayaan yang
kuat inilah yang kemudian membentuk kredibilitas dari wadah interaksi yang tercipta antar
pemerintah dan masyarakat. Pada gilirannya, terciptanya interaksi masyarakat dan
pemerintah menjadi wujud pengakuan pemerintah terhadap kedudukan masyarakat dalam
pengelolaan keuangan desa.

Ruang interaksi antar masyarakat desa dengan Pemerintah Desa Kepenuhan Hulu
tercipta melalui musyawarah baik itu Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, dan
Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa. Musyawarah tersebut dimulai dari
RT/RW dan dusun yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa bersama BPD, hingga ke tingkat
desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurhadi AS selaku Kepala Desa Kepenuhan
Hulu yang menyampaikan bahwa:

“...setiap musyawarah baik Musdus, Musdes dan Musrenbangdes itu ada jadwalnya dan
dilakukan secara menyeluruh di setiap dusunnya difasilitasi oleh Pemdes bersama BPD untuk
melaksanakannya. Dalam musyawarah membahas dari berbagai seluruh aspek, baik itu
prioritas secara pembangunan fisik, ekonomi, dan sosialnya. Dalam musyawarah akan
terjaring nanti beberapa kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas dan mungkin persoalan-
persoalan di tengah masyarakat. Walaupun banyak usulan tersebut yang tidak terakomodir,
bahkan diakomodirpun belum dilaksanakan, hal ini menyangkut prioritas dan kewenangan
siapa untuk melaksanakan usulan tersebut.”

Setiap jenis musyawarah di Desa Kepenuhan Hulu berjalan secara terbuka untuk
semua lapisan masyarakat. Setiap usulan pembangunan dari warga akan dibawa ke tingkat
desa (Muswarah Desa/Musdes) yang akan dianggarkan ke dalam APBDes, termasuk juga
pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrebangdes), yang
dibiayai oleh APBD Kabupaten dan Provinsi. Musyawarah Dusun sangat berperan penting
sebagai titik temu antara aspirasi warga secara nyata dengan perencanaan pembangunan
desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurhadi AS selaku Kepala Desa Kepenuhan
Hulu yang menyampaikan bahwa:

“...semuanya terlibat, bukan LAD nya saja, termasuk ninik mamak juga kita undang dan
juga seluruh lapisan masyarakat desa lah, karena Musdus itu sudah merangkap semuanya,
semua tataran sosial sampai ke pembangunannya, jadi semua kebutuhan-kebutuhan disitu,
artinya hasil Musdus itu diambil dari rapat dari tokoh-tokoh masyarakat dan juga
masyarakatnya, dan itu kerjaannya BPD yang mengkoordinir, jadi musyawarah itu tidak
formalitas saja, tetapi betul-betul aspirasi dari masyarakat ...nanti hasil dari Musdus kita
bawa ke Musdes, dan dikawal oleh BPD, kepala dusun, RT RW juga, hasil dari Musdes
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berupa usulan, nanti dari usulan itu misalkan ada 30 usulan, kira kira dari 30 ini apa yang
paling urgent, yang lebih dibutuhkan pada kondisi saat ini, dan itu akan dibahas di Musdes
yaitu prioritas dari setiap dusun, ... hasil dari interaksi kepala desa atau kepala dusun dengan
masyarakat yang sekiranya sungkan datang ke rapat, itu nanti kita pertimbangkan, nanti di
musdes tetap kita sampaikan ada usulan ini, kalau memang disetujui oleh forum kita
masukkan, walaupun usulan ini tidak dari Musdus, tetap kita sampaikan di Musdes, tapi
nanti kita sampaikan juga dengan yang mengusulkan bahwa usulan sudah masuk ke
musdes...”

Musyawarah dusun dan musyawarah desa tetap menjadi medium utama yang
difungsikan secara maksimal sebagai ruang penyampaian aspirasi, penetapan prioritas, dan
pengambilan keputusan secara partisipatif dalam perencanaan dan penganggaran desa.
Dengan kata lain, citizen-state interface dibangun di atas mekanisme yang telah diatur secara
regulatif termasuk juga kewenangan yang ada, kegiatan pembangunan tidak akan dapat
dilaksanakan jika tidak ada di dalam dokumen perencanaan, apalagi dialokasikan dalam
anggaran. Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan penganggaran yang dibahas dalam
musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat bukan prosedural dan formalitas belaka, tetapi
tahapan yang harus dilakukan dalam mekanisme pengambilan keputusan sebagai bentuk
akuntabilitas sosial. Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari Prasetyo selaku Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu yang
menjelaskan bahwa:

“...disini memang desa-desa itu mengandalkan sistem yang telah ada seperti Musdes,
Musdus, Musrenbangdes itu yang dimaksimalkan sebagai forum pengambilan keputusan,
prioritas tentu ada, kewenangan pelaksanaan pembangunan dan anggarannya tentu juga ada
... dan ya kita mengoptimalkan peran-peran Lembaga Kemasyarakatan Desa apalagi LKD itu
sudah bertambah contohnya Posyandu itu kan bukan ngurusin ibu hamil dan balita aja
sekarang, dari masalah pendidikan, kesehatan, sosial, PUPR, trantibum ada 6 SPM
sekarang...”

Di samping itu, Pemerintah Desa Kepenuhan Hulu juga tidak menutup kemungkinan
menampung aspirasi masyarakat melalui interaksi di luar forum musyawarah. Berdasarkan
hasil wawancara dengan Nurhadi AS selaku Kepala Desa Kepenuhan Hulu yang menjelaskan
bahwa:

“Hasil dari interaksi informal kepala desa atau kepala dusun dengan masyarakat yang
sekiranya sungkan datang ke rapat, itu nanti tetap kita pertimbangkan, nanti di Musdes tetap
kita sampaikan ada usulan dari si “anu”, kalau memang disetujui oleh forum kita masukkan,
walaupun usulan ini tidak ada dari Musdus, tetap kita sampaikan di Musdes, tapi nanti kita
sampaikan juga dengan yang mengusulkan bahwa usulannya sudah masuk ke Musdes, ...
kita optimalisasi sistem yang telah direqulasikan...”

Citizen-state interface dalam pengelolaan keuangan desa di Kepenuhan Hulu terbentuk
melalui penguatan forum musyawarah yang sudah diatur secara formal. Musyawarah dusun
hingga musyawarah desa dijalankan secara terbuka, memberi ruang bagi masyarakat untuk
menyampaikan aspirasi dan ikut menetapkan arah pembangunan desa. Pemerintah desa
tidak hanya menjalankan forum ini sebagai kewajiban prosedural, tapi juga sebagai ruang
yang sungguh-sungguh digunakan untuk menyerap kebutuhan masyarakat dan menyusun
prioritas bersama. Aspirasi yang muncul di luar forum pun tetap dipertimbangkan dan
dibawa ke musyawarah resmi, sebagai bentuk komitmen terhadap partisipasi warga. Praktik
ini menunjukkan bahwa interaksi antara pemerintah dan masyarakat dibangun bukan

Jurnal Wacana Kinerja | Volume 28 | Nomor 2 | November 2025 157



Jurnal Wacana Kinerja

dengan menciptakan sistem baru, tetapi dengan mengoptimalkan yang sudah ada agar lebih
responsif, terbuka, dan berbasis kebutuhan nyata. Sejalan dengan Malena et al. (2004) yang
mengemukakan bahwa mekanisme akuntabilitas sosial bertujuan untuk melengkapi dan
meningkatkan akuntabilitas formal yang telah ada.

5. PENUTUP

Praktik akuntabilitas sosial dalam pengelolaan keuangan di Desa Kepenuhan Hulu
terbangun melalui keterlibatan aktif masyarakat dan komitmen pemerintah desa dalam
menciptakan tata kelola yang transparan dan partisipatif. Pemerintah desa menunjukkan
komitmennya dengan membuka ruang partisipasi seluas-luasnya, menyampaikan informasi
keuangan secara terbuka, serta merespons aspirasi masyarakat baik melalui forum resmi
seperti Musdus, Musdes, dan Musrenbangdes, maupun dalam interaksi informal masyarakat
dengan Pemerintahan Desa sehari-hari. Ruang partisipasi ini pada gilirannya menjadi modal
awal yang memperkuat kesadaran kritis masyarakat untuk terlibat dalam mengawasi
pemerintah desa serta menyuarakan aspirasinya. Di sisi lain, masyarakat tidak hanya hadir
sebagai penerima informasi, tapi terlibat aktif menyampaikan pendapat, memantau program,
hingga mengusulkan prioritas pembangunan. BPD memainkan peran sebagai penghubung
antara masyarakat dan pemerintah desa, termasuk dalam menindaklanjuti usulan maupun
laporan warga atas pelaksanaan program yang tidak sesuai rencana.

Akuntabilitas sosial tidak hadir sebagai mekanisme baru atau pengganti dari
mekanisme pertanggungjawaban keuangan yang berlaku, melainkan menguatkan dan
melengkapi tata cara pertanggungjawaban keuangan yang ada selama ini. Musyawarah
bertingkat dimulai dari RT/RW, dusun hingga ke tingkat desa difasilitasi oleh Pemerintah
Desa dan BPD telah menjadi ruang yang efektif bagi masyarakat untuk menyampaikan
aspirasi dan ikut menetapkan arah pembangunan desa. Temuan ini tentunya menjadi
implikasi bahwa akuntabilitas sosial telah memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan
desa dan melengkapi model akuntabilitas yang telah ada. Keberlangsungan ruang
partisipatif, memastikan warga tetap punya akses terhadap informasi, dan membangun
kepercayaan melalui respons yang nyata terhadap aspirasi menjadi upaya yang krusial dalam
memperkuat akuntabilitas sosial. Pemerintah perlu melakukan penajaman terhadap
kebijakan yang lebih komprehensif untuk memastikan agar forum-forum musyawarah tidak
sekadar dipenuhi secara formalitas dan prosedural, tetapi benar-benar dijalankan sebagai
arena pengambilan keputusan yang partisipatif. Dengan komitmen yang nyata dari
pemerintahan desa dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat, pendekatan
akuntabilitas sosial ini bisa menjadi rujukan dalam memperkuat model pengelolaan
keuangan desa yang lebih terbuka dan partisipatif.
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